
Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Peraturan Kementerian
Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek)
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional
Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan
Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan
tersebut membahas mengenai besaran biaya pendidikan di perguruan
tinggi yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester.
Kebijakan Permendikbudristek tersebut menimbulkan berbagai pro kontra
di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa karena dinilai menjadi
penyebab kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pembangunan
Institusi (IPI) di perguruan tinggi. 
Penetapan besaran UKT dalam Permendikbudristek yang baru dinilai
menjadi celah pemimpin perguruan tinggi untuk menaikkan besaran IPI
dan UKT, khususnya bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-
BH) karena tidak mendapat anggaran yang banyak sehingga bebas untuk
menentukan UKT. 
Dari sisi fiskal, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar
20% dari total anggaran belanja negara. Namun, alokasi anggaran
untuk pendidikan tinggi hanya 0,6-1,6% dari total APBN. Proporsi
anggaran yang rendah mengakibatkan perguruan tinggi negeri
menaikkan UKT mahasiswa untuk memperoleh sumber pendanaan
tambahan. 
Dari sisi kebijakan, tujuan kenaikan UKT yaitu untuk memenuhi kebutuhan
biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, meningkatkan dan menjaga
standar mutu minimal, serta untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan
akan teknologi pembelajaran. Namun, peningkatan kebutuhan biaya
penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak diimbangi dengan pembaharuan
Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) sehingga
peningkatan kebutuhan biaya pembelajaran di perguruan tinggi
dibebankan kepada para mahasiswa.
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Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Peraturan Kementerian Pendidikan

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di

Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan tersebut
mencakup aturan mengenai besaran biaya pendidikan di perguruan tinggi yang dibayarkan
oleh mahasiswa setiap semester (6 bulan sekali) dalam proses pembelajaran atau yang biasa
disebut dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pada dasarnya nominal UKT ditetapkan oleh
pemimpin perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan
Tinggi (SSBOPT) dalam aturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek). Adapun dalam penetapan SSBOPT perlu mempertimbangkan capaian
standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah
(Kemendikbudristek, 2024). 

Di sisi lain, munculnya kebijakan Permendikbudristek yang baru menimbulkan berbagai pro

kontra di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Mahasiswa menilai

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 menjadi penyebab kenaikan UKT dan Iuran

Pembangunan Institusi (IPI) di perguruan tinggi (Rahmawati, 2024). Hal ini dikarenakan
kebijakan tersebut hanya menetapkan nominal tarif UKT untuk mahasiswa yang kurang
mampu, antara lain kelompok 1 sebesar Rp500.000 dan kelompok 2 sebesar Rp1.000.000
per semester. Sedangkan untuk penetapan tarif UKT lainnya menjadi wewenang dari pemimpin
perguruan tinggi masing-masing, namun tetap mengacu pada kebijakan yang ada. Penetapan
besaran UKT dalam Permendikbudristek yang baru dinilai menjadi celah pemimpin perguruan
tinggi untuk menaikkan besaran IPI dan UKT, khususnya bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (PTN-BH) karena tidak mendapat anggaran yang banyak sehingga bebas untuk
menentukan UKT (Rahmawati, 2024; Tjitra, 2024). 

Pendahuluan
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Kebijakan kenaikan UKT tersebut dinilai memberatkan mahasiswa, khususnya mahasiswa

dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Mahasiswa dengan latar belakang
ekonomi menengah ke bawah perlu mencari sumber dana tambahan untuk membayar UKT.
Selain itu, kesempatan mahasiswa dengan keterbatasan finansial dalam mengampu pendidikan
tinggi akan semakin kecil. Kenaikan UKT juga dinilai akan memperbesar kesenjangan
pendidikan di Indonesia karena hanya mahasiswa dengan latar belakang ekonomi menengah
ke atas yang dapat mengakses pendidikan tinggi (Nurmuhaemin, 2024). Namun demikian,
dikarenakan berbagai kontra yang muncul di kalangan masyarakat, melalui Surat Edaran (SE)
Dirjen Diktiristek Nomor 0511/E/PR.07.04/2024, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi membatalkan kenaikan UKT dan IPI untuk tahun akademik 2024/2025 di PTN dan
PTN-BH (Yanuar, 2024). Akan tetapi, pembatalan kebijakan tersebut hanya disebutkan untuk
tahun akademik 2024/2025, artinya terdapat kemungkinan UKT akan kembali naik di tahun
akademik selanjutnya. Maka dari itu, kajian Microeconomics Dashboard edisi ini akan mengulas
terkait kebijakan kenaikan UKT di Indonesia, dari sisi fiskal, sisi kebijakan, maupun pro-kontra
di masyarakat. 
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Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah dan
di bawah koordinasi Kemendikbudristek. Pada dasarnya, di Indonesia terdapat 3 kategori PTN,

yaitu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), Perguruan Tinggi Negeri Badan

Layanan Umum (PTN-BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Satuan Kerja

Kementerian (PTN-Satker). Lebih lanjut, perbedaan 3 (tiga) kategori PTN dapat dilihat pada
Tabel 1. 

Perbedaan antara PTN-BH dengan PTN Lainnya

Tabel 1. Perbedaan antara PTN BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker

Sumber: Romanti, 2023
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Seperti penjelasan pada bagian sebelumnya, berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun
2024, Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan biaya yang dibebankan kepada setiap

mahasiswa selama proses pembelajaran pada program studi di Perguruan Tinggi Negeri

(PTN). Selain UKT, juga terdapat Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang didefinisikan sebagai
biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan
tinggi. Serta Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang merupakan keseluruhan biaya operasional per
tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di
PTN. Adapun penetapan UKT, IPI, dan BKT ditentukan oleh Standar Satuan Biaya Operasional
Pendidikan Tinggi (SSBOPT). SSBOPT merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi
selain investasi dan pengembangan. Dalam penetapan SSBOPT, capaian standar nasional
pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah dipertimbangkan. Artinya,
semakin tinggi SSBOPT maka semakin tinggi nominal BKT serta nilai pengelompokan UKT di
masing-masing perguruan tinggi. Pada dasarnya penetapan nominal UKT ditentukan
berdasarkan besaran BKT program studi dan akan disesuaikan dengan kemampuan
perekonomian masing-masing mahasiswa.

Lebih lanjut, kebijakan tersebut mewajibkan PTN minimal memiliki dua kelompok tarif UKT,
yaitu kelompok I dengan tarif sebesar Rp500.000 dan kelompok II bernilai Rp1.000.000.
Selain kedua tarif tersebut, PTN dibebaskan untuk menentukan kelompok tarif lain, dengan tarif
tertinggi bernilai setara dengan BKT. Namun, setiap PTN juga dapat menentukan kelompok
tarif UKT yang lebih besar daripada BKT (paling banyak 2 kali besaran BKT) bagi mahasiswa
yang diterima melalui jalur kelas internasional, jalur kerja sama, jalur rekognisi pembelajaran
lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dan/atau bagi mahasiswa
berkewarganegaraan asing. Di sisi lain, pemimpin PTN juga menetapkan tarif IPI untuk
mahasiswa yang diterima melalui seleksi mandiri, kelas internasional, jalur kerja sama,
mahasiswa yang mendapatkan rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan
tinggi, atau berkewarganegaraan asing dengan nominal paling banyak 4 kali besaran BKT
(Kemendikbudristek, 2024). 

Apa itu Uang Kuliah Tunggal?
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Salah satu tujuan pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) dan Kebijakan Fiskal Tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sementara,
pendidikan berperan penting terhadap penentuan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu,
pemerintah berkomitmen memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber
daya manusia melalui anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan alokasi
anggaran untuk pendidikan melalui kementerian/lembaga dan non-kementerian/lembaga,
transfer ke daerah (TKD), serta melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah
(Kementerian Keuangan, 2023). 

Seperti yang terlihat pada Gambar 1, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan

sekitar 20% dari total anggaran belanja negara. Selanjutnya anggaran pendidikan disalurkan
melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan yang dari tahun ke
tahun cenderung mengalami peningkatan (Gambar 2). Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa
anggaran belanja pemerintah pusat untuk pendidikan sebesar 9,1% (Rp 225,1 T) dari total
keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Namun,
anggaran belanja pendidikan tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan anggaran belanja
pelayanan umum (33,5%), ekonomi (26,1%), dan perlindungan sosial (10,9%). Sementara pagu
anggaran untuk Kemendikbudristek sebesar Rp 98,99 T (Gambar 4). Hal ini menunjukkan
adanya komitmen pemerintah dari sisi fiskal untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan
pendidikan. Namun demikian, proporsi pengeluaran pendidikan terhadap total Produk

Domestik Bruto (PDB) di Indonesia (2,42%) masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan

negara-negara lain, khususnya negara tetangga seperti Malaysia (3,51%), Vietnam (2,90%)

dan Thailand (2,61%) (Gambar 5).

Kenaikan UKT dari Sisi Fiskal Pendidikan
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Gambar 1. Alokasi Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Pendidikan

5 Tahun Terakhir (Triliun)

Sumber: Indonesia 2019; 2020; 2021; 2022; 2023, diolah penulis.

Gambar 2. Anggaran Pendidikan di Indonesia

Sumber: Kementerian Keuangan 2023, diolah penulis. 
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Gambar 3. Rincian Proporsi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024 menurut Fungsi 

Sumber: Kementerian Keuangan 2023, diolah penulis. 

Gambar 4. Kementerian/Lembaga yang memiliki Pagu Terbesar APBN 2024 (Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan 2023, diolah penulis. 
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Gambar 5. Proporsi Anggaran Pendidikan di Beberapa Negara (% Total PDB)

Sumber: World Bank Data 2022, diolah penulis. 



Lebih lanjut, terlepas anggaran pendidikan yang terus meningkat tiap tahunnya, namun UKT

mahasiswa juga ikut meningkat. Kenaikan UKT salah satunya disebabkan oleh alokasi
anggaran pendidikan perguruan tinggi negeri masih kurang optimal dan penggunaan anggaran
yang belum efektif (Hutajulu, 2024). Hal tersebut dikarenakan sebagian besar anggaran
pendidikan besar (52%) dialokasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sehingga
memerlukan pemantauan lebih lanjut apakah anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk
fungsi pendidikan (Hutajulu, 2024; Wulandari, 2024). Sementara itu, alokasi anggaran untuk

pendidikan tinggi hanya 0,6-1,6% dari total APBN. Proporsi anggaran pendidikan tinggi

tersebut relatif lebih rendah dari standar ideal yang telah ditetapkan oleh United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO yaitu sebesar 2% dari APBN.

Dengan demikian, proporsi anggaran yang rendah mengakibatkan perguruan tinggi negeri

menaikkan UKT mahasiswa untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan. Maka dari itu,

pola distribusi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN perlu perbaikan agar dapat

mencapai upaya akselerasi sumber daya manusia unggul melalui pendidikan tinggi.
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Sejak tahun 2013, kebijakan UKT telah diterapkan di Indonesia melalui Permendikbud Nomor
55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi
Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seiring berjalannya waktu,
kebijakan UKT tersebut terus mengalami pembaharuan dan perubahan. Pembaharuan dan
perubahan kebijakan meliputi tarif BKT, UKT, dan uang pangkal atau IPI. Kebijakan terbaru
yaitu disahkannya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Adapun lebih lanjut transformasi
kebijakan UKT di Indonesia dari periode ke periode dapat dilihat pada Gambar 6.

Kenaikan UKT dari Sisi Kebijakan 

Gambar 6. Transformasi Kebijakan UKT di Indonesia

Sumber: kompilasi penulis. 
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Lebih lanjut, salah satu perubahan kebijakan yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat

yaitu kenaikan tarif UKT. Berdasarkan kebijakan terbaru, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun
2024, kenaikan UKT yang berbasis Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi
(SSBOPT) diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi,
meningkatkan dan menjaga standar mutu minimal, serta untuk mengimbangi peningkatan
kebutuhan akan teknologi pembelajaran. Di samping itu, SSBOPT tidak pernah diperbarui

sehingga mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan UKT (Faturahman, 2024). Di
sisi lain, sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud
Ristek menjelaskan bahwa biaya operasional pendidikan tidak dapat sepenuhnya bergantung
pada Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) (Aprilia, 2024). Selain itu,
penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga menjadi salah satu faktor
kenaikan UKT. Adanya program MBKM membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi
menjadi lebih kolaboratif dengan memanggil dosen praktisi, mahasiswa mengikuti magang
selama satu semester, biaya ujian, serta tugas proyek sehingga memerlukan biaya yang lebih
besar dibandingkan dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi pada umumnya. Oleh
sebab itu, peningkatan kebutuhan biaya pembelajaran di perguruan tinggi kini dibebankan
kepada para mahasiswa (Mashabi & Kasih, 2024). Adapun contoh kasus kenaikan UKT dapat
dilihat pada Kotak 1.
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Kotak 1. Contoh Kasus Kenaikan UKT dan IPI di PTN-BH

UKT & IPI Program Studi S1 Manajemen & Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Sumber: Universitas Gadjah Mada 2023; 2024, diolah penulis.

Di Universitas Gadjah Mada, pengelompokkan UKT dibagi menjadi 6 kelompok dari yang
sebelumnya 5 kelompok. Pada Tahun 2024, UKT 1 dan 2 untuk program studi S1 Manajemen
maupun Kedokteran adalah Rp0, artinya mahasiswa mendapatkan 100% subsidi dari kampus.
Sebelumnya, hanya UKT 1 saja yang menerima UKT Rp0 dengan UKT 2 bernilai Rp2,3 juta
untuk Manajemen dan Rp6,2 juta untuk Kedokteran. Sementara UKT tertinggi untuk kedua
tahun bernilai sama, yaitu Rp24,7 juta untuk Kedokteran dan Rp9,2 juta untuk Manajemen.
Adapun UKT 3 hingga UKT 5 tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun
2023.

Di samping UKT, sejak tahun 2022 UGM mulai menarik sumbangan sukarela dari mahasiswa
yang diterima melalui jalur mandiri. Namun pada tahun 2023, UGM menetapkan bahwa
mahasiswa yang diterima melalui jalur ujian mandiri dan memasuki golongan UKT Pendidikan
Unggul (memiliki kemampuan ekonomi baik) atau UKT tertinggi, akan dikenakan Sumbangan
Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) atau IPI sebesar Rp30 juta untuk bidang Ilmu Sains,
Teknologi, dan Kesehatan serta sebesar Rp20 juta untuk bidang Ilmu Sosial dan Humaniora.
Tarif yang sama juga diterapkan pada tahun 2024.
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UKT & IPI Program Studi S1 Manajemen & Kedokteran Universitas Indonesia

Sumber: Universitas Indonesia 2024a; 2024b, diolah penulis.

Pada tahun 2024, Universitas Indonesia menaikkan tarif UKT yang harus dibayar pada setiap
kelompok untuk program studi Kedokteran maupun Manajemen. Pada kelompok terendah, di
tahun 2023 mahasiswa program studi Kedokteran maupun Manajemen yang tadinya perlu
membayar Rp250.000 sedangkan tahun 2024 mahasiswa perlu membayar Rp500.000.
Pada kelompok tertinggi, UKT program studi Kedokteran meningkat Rp1,25 juta, menjadi Rp20
juta. Untuk program studi Manajemen, kini hanya terdapat 10 kelompok UKT, dengan kelompok
tertinggi bernilai Rp14,6 juta dari yang sebelumnya Rp16,25 juta. 

Meskipun terdapat peningkatan UKT pada tahun ini, namun Universitas Indonesia memutuskan
untuk tidak menerapkan IPI pada para mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri dan
memberlakukan kelompok dan nilai UKT yang sama dengan mahasiswa dari jalur SNBP
maupun SNBT.
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Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menginformasikan pembatalan kenaikan
UKT dan IPI di PTN dan PTN-BH untuk tahun akademik 2024/2025 melalui Surat Edaran (SE)
Dirjen Diktiristek Nomor 0511/E/PR.07.04/2024 (Yanuar, 2024). Meskipun demikian, masih
terdapat kemungkinan kebijakan tersebut akan tetap diimplementasikan pada periode
pembelajaran berikutnya. Jika peningkatan UKT pada periode pembelajaran berikutnya
melambung tinggi seperti yang sempat diterbitkan masing-masing universitas sebelum
dibatalkan, maka akan menuai berbagai kontroversi di masyarakat. Beberapa alasan terkait pro
dan kontra isu kenaikan UKT dirangkum dalam Tabel 2. 

Pro-Kontra Kebijakan Kenaikan Uang Kuliah

Tunggal di Masyarakat 

Kajian
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Tabel 2. Pro-Kontra Kebijakan Kenaikan UKT di Indonesia
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Sumber: kompilasi penulis.

Penutup dan Diskusi Kebijakan
Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024
tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri
di Lingkungan Kemendikbudristek. Kebijakan tersebut mencakup aturan mengenai Uang
Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Kuliah Tunggal (BKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Namun, kebijakan tersebut dinilai mahasiswa menjadi penyebab kenaikan UKT dan IPI di
perguruan tinggi. Jika dilihat dari sisi fiskal pendidikan, alokasi anggaran untuk pendidikan
tinggi hanya 0,6-1,6% dari total APBN. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran
pendidikan tinggi di Indonesia relatif lebih rendah dari standar ideal yang telah ditetapkan
oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO yaitu
sebesar 2% dari APBN. Maka dari itu, perguruan tinggi negeri menaikkan UKT mahasiswa
untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan. 

Sementara dari sisi kebijakan, kenaikan UKT bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya
penyelenggaraan pendidikan tinggi, meningkatkan dan menjaga standar mutu minimal, serta
untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan akan teknologi pembelajaran. Akan tetapi,
peningkatan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak diimbangi dengan
pembaharuan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Oleh sebab
itu, peningkatan kebutuhan biaya pembelajaran di perguruan tinggi dibebankan kepada
para mahasiswa melalui peningkatan UKT yang kemudian memunculkan berbagai pro-
kontra di masyarakat. Menanggapi kegaduhan yang terjadi di masyarakat akibat kebijakan
Kenaikan UKT, Kemendikbudristek kemudian menginformasikan pembatalan kenaikan UKT
dan IPI di PTN dan PTN-BH untuk tahun akademik 2024/2025. Meskipun kebijakan telah
dibatalkan untuk tahun akademik 2024/2025, tidak menutup kemungkinan kebijakan
tersebut akan tetap diimplementasikan pada periode pembelajaran berikutnya.
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Di sisi lain, pada dasarnya peningkatan akses pendidikan tinggi merupakan salah satu upaya
penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Adanya peningkatan
kualitas sumber daya manusia harapannya dapat mempersempit kesenjangan pendidikan serta
meningkatkan angka partisipasi dan kualitas pekerja. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa
upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan mempersempit
kesenjangan pendidikan namun tidak memberatkan mahasiswa. Adapun beberapa upaya-
upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut (Theodora, 2024):

Peningkatan alokasi anggaran pendidikan tinggi yang mendekati standar UNESCO (2% dari
total APBN). 

1.

Memperluas skema pembiayaan alternatif untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi
mahasiswa, seperti kerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta dalam program
magang berbayar bagi mahasiswa, program kerja sambil kuliah agar mahasiswa dapat
memenuhi pembayaran UKT. 

2.

Student loan dengan skema income-contingent loan (ICL) atau skema peminjaman berbasis
pendapatan yang fleksibel dengan bunga sangat rendah dan dibayarkan ketika mahasiswa
telah memasuki pasar tenaga kerja. Dalam implementasi skema tersebut, pemerintah wajib
memberikan subsidi serta sangat bergantung terhadap kebijakan dan sistem perpajakan
yang berlaku. Namun, implementasi skema student loan perlu berhati-hati agar tidak
memberatkan mahasiswa dalam jangka panjang. 

3.
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